KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM. 60 TAHUN 2000

TENTANG

TARIF JASA POS DALAM NEGERI

MENTERI PERHUBUNGAN.

Menimbang
:
a.
bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. I Tahun 1999 telah ditetapkan tarif jasa pos dalam negeri dan luar negeri;

b. bahwa untuk menjamin kelangsungan dan meningkatkan mutu pelayanan jasa pos di dalam negeri, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian terhadap tarif jasa pos dalam negeri, dengan Keputusan Menteri;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984  tentang Pos Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor II);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagairnana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 tahun 1999;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OTOO2/Phb-80 dan KM.164/OT.OO2/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000; 

6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.
12/KP.108/MPPT-88
tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pos;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 1999 tentang Tarif jasa Pos Dalam Negeri dan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA POS DALAM NEGERI

Pasal I

(1) Yang dimaksud dengan Tarif Jasa Pos Dalam Negeri dalam Keputusan ini adalah Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri.

(2) Tarif Jasa Pos Da!am Negeri adalah biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa pos untuk layanan dasar pengiriman surat, warkatpos, kartupos dan sekogram dalam negeri yang dikirim dengan alat angkutan darat dan/atau laut dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

(3) Tarif Jasa Pos Dalam Negeri sebagairnana dimaksud dalam ayat  (1) ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Tarif jasa pos dalam negeri selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Direksi PT Pos Indonesia (Persero).

(2) Kebijaksanaan penetapan tarif jasa pos dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum diberlakukan terlebih dahulu diberitahukan kepada Menteri Perhubungan

Pasal  3
Bea dan potongan tarif jasa pos dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 ditetapkan oleh Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)

Pasal 4

Potongan tarif yang ditetapkan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan :

a. peran serta pemakai jasa dalam proses pekerjaan pos,

b. pembinaan pelanggan,

c. hal-hal yang bersifat sosial

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan mengenai tarif jasa pos dalam negeri dan Lampiran I mengenai Tarif Dasar Surat Pos Dalam Negeri, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 1999 tentang Tarif Jasa Pos Dalam Negeri dan Luar Negeri, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2000.




Ditetapkan  
 : di JAKARTA



Pada tanggal
 :15 Agustus 2000


     MENTERI PERHUBUNGAN


                  ttd.









AGUM GUMELAR, M.Sc.


LAMPIRAN
:  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN


NOMOR
:  KM.60 TAHUN 2000



TANGGAL
:  15 AGUSTUS 2000

TARIF JASA POS DALAM NEGERI

	NO
	JENIS KIRIMAN
	TINGKAT BERAT
	TARIF (Rp)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Surat
	                                    s.d.      20 gram
	900,-

	
	
	Lebih dari      20 gram s.d.      50 gram
	1.300,-

	
	
	Lebih dari      50 gram s.d.    100 gram
	1.600,-

	
	
	Lebih dari    100 gram s.d.    250 gram
	1.900,-

	
	
	Lebih dari    250 gram s.d.    500 gram
	2.400,-

	
	
	Lebih dari    500 gram s.d. 1.000 gram
	3.400,-

	
	
	Lebih dari 1.000 gram s.d. 2.000 gram
	5.400,-

	
	
	
	

	2.
	Warkatpos
	-
	500,-

	
	
	
	

	3.
	Kartu Pos
	-
	800,-

	
	
	
	

	4.
	Sekogram (Braille)
	-
	Tanpa Biaya
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